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KPBU ATASI MASALAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN MEMPERCEPAT 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

 
Pekanbaru (4/11) – Kebijakan desentralisasi fiskal dengan peningkatan transfer ke daerah dan dana desa yang disertai 
penurunan belanja kementerian/lembaga telah membuka kesempatan bagi peningkatan peran daerah dalam 
infrastruktur. Namun, terdapat beberapa tantangan, di antaranya penyerapan anggaran yang terkendala sehingga 
menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tinggi, serta masalah governance dalam pengadaan proyek 
yang berisiko untuk berakhir di meja penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Menteri PPN/Kepala 
Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan skema Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Berbeda dengan pengadaan konvensional, KPBU dapat mengatasi permasalahan 
dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan pembagian 
risiko proyek, penjaminan ketepatan waktu dan anggaran, serta penjaminan kualitas pelayanan yang dijanjikan dalam 
kontrak,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Dialog Perencanaan dan Pendanaan 
Pembangunan yang dilaksanakan di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Riau, Sabtu siang. 
 
Pengadaan konvensional berpotensi berujung pada ketidaksinambungan karena perencanaan, konstruksi, operasi, dan 
pemeliharaan dilakukan secara terpisah serta dilakukan tender tahunan untuk pengoperasian/pemeliharaan. Pelaksanaan 
pekerjaan juga sering terlambat sehingga menjadi beban pemerintah (cost overrun). Perencanaan pengadaan sering kali 
tidak mengkaji aspek hukum, komersial, risiko, dan lingkungan. Dalam praktiknya, pengadaan konvensional seratus persen 
berasal dari pemerintah sehingga risiko sepenuhnya ditanggung pemerintah. Alokasi proyek yang dilaksanakan melalui 
pengadaan konvensional pun pasti akan sesuai dengan nilai proyek yang dilaksanakan. Sementara itu, skema KPBU 
menjamin terjadinya kesinambungan proyek karena perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan  dilakukan satu 
kesatuan dalam kontrak jangka panjang. KPBU juga mengharuskan badan usaha untuk melakukan upaya terbaik sehingga 
tidak terjadi keterlambatan konstruksi dan operasi. Outline bussiness dalam skema KPBU pasti mengkaji aspek hukum, 
komersial, risiko, dan lingkungan. Selain membuat pemerintah dan swasta berbagi risiko, KPBU membuka potensi 
penyediaan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak, namun dengan alokasi yang relatif sama. 
 
Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan kemampuan implementasi tinggi, KPBU meningkatkan kualitas dan 
kuantitas proyek infrastruktur. Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi namun kemampuan implementasi 
rendah sehingga SILPA tinggi, KPBU memindahkan risiko konstruksi dan operasi kepada badan usaha sehingga on schedule-
on budget. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah namun kemampuan implementasi tinggi sehingga proyek Infrastruktur 
terlaksana namun dengan kuantitas terbatas juga dapat merasakan manfaat KPBU melalui peningkatan jumlah proyek 
infrastruktur. Bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kemampuan implementasi rendah sehingga proyek tidak 
berjalan, KPBU akan membantu merealisasikan proyek yang dibutuhkan. “Dalam implementasi KPBU, pemerintah juga 
menyediakan skema Viability Gap Fund (VGF) melalui Kementerian Keuangan di mana proyek tertentu bisa diberikan VGF 
hingga maksimal 40 persen sehingga IRR (Internal Rate of Return) yang tadinya 13 persen dapat naik menjadi 14 persen,” 
tegas Menteri Bambang dalam dialog yang dihadiri Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan pejabat Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah se-kabupaten/kota di wilayah Riau. 
 
KPBU membantu percepatan pembangunan infrastruktur karena regulasinya jelas dan memiliki governance terjaga 
pelibatan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas dalam pemilihan proyek,  
Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam 
proses pengadaan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam 
Negeri dalam pemberian rekomendasi pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) daerah, Kementerian 
Koordiantor Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dalam pemberian 
penjaminan pemerintah.  



   
  
 
 
Obyek KPBU meliputi 19 jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang terbagi atas tiga area besar. Pertama, 
konektivitas, mencakup transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan, konservasi energi, serta 
telekomunikasi dan informatika. Kedua, fasilitas perkotaan, mencakup air minum, pengelolaan limbah setempat, 
pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, perumahan rakyat, sumber daya alam dan irigasi, dan fasilitas 
perkotaan lainnya. Ketiga, fasilitas sosial, mencakup pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana 
olahraga, kesenian, dan budaya, pengembangan kawasan, dan fasilitas kesehatan. Untuk tujuan koordinasi, fasilitasi, dan 
capacity building dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU di Indonesia, pemerintah telah membuka Kantor Bersama 
KPBU Republik Indonesia.  
 
Dalam kurun waktu 2015-2017, tercatat 27 proyek dalam tahap persiapan, satu proyek dalam tahap penandatanganan 
kontrak, dan 13 proyek dalam tahap financial close. Nilai proyek yang berada dalam tahap persiapan tercatat senilai USD 
13.211 juta, dalam tahap penandatanganan kontrak senilai USD 44,4 juta, dan dalam tahap financial close senilai 8.355,7 
juta. Partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU di antaranya Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Umbulan (2016), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah (2016), Palapa Ring Barat, Tengah, 
dan Timur, Tempat Pembuangan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo Jawa Barat (2017), Jalan Tol Manado—
Bitung (2016), Jalan Tol Balikpapan—Samarinda (2016), Jalan Tol Pandaan–Malang, Jalan Tol Krian—Legundi—Bunder—
Manyar (2016), Jalan Tol Jakarta—Cikampek Elevated II (2016), Jalan Tol Batang—Semarang (2016), Jalan Tol Serpong—
Balaraja (2016), dan Jalan Tol Cisumdawu (2015). “KPBU dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) untuk dapat membangun infrastruktur berkualitas di tengah keterbatasan anggaran pemerintah,” tutup 
Menteri Bambang. 
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